SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI.
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabuptaen
Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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14.

15.

16

17

18.

19.

20.

21.

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Papua Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyalenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah
kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136,
Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
100);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11
Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran
Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
95);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2020
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Menetapkan

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor
102);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022
Nomor 6, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun
2023 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 48 Tahun 2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14
Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 406);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3A Tahun 2021
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor
361A);

Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2021
Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang demaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan
yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus
fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiba Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok
pinjaman.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas
atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum
disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan
kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang dan jasa.

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan
dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak
tahun jamak.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional.



40

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai
jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
negara secara minimal.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah
pada umumnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Teluk Bintuni selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan
daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundangundangan.

Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,

dan pembiayaan daerah.



Pasal 3

(2) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

direncanakan sebesar Rp. 2.788.729.838.707,00 yang
bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah  sebagaimana

(2)
(3)

(4)

(5)

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp

74.000.000.000,00, yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 56.940.000.000,00

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp Rp 2.515.000.000,00.

Hasil = pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  di

pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp

9.545.000.000,00.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4  huruf a  direncanakan sebesar Rp
56.940.000.000,00 yang terdiri atas:

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Pajak Hotel,

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Air Tanah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBBP2)

j- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

PR e a0 o

(2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 2.515.000.000,00
yang terdiri atas

a. Retribusi Jasa Umum dan
b. Retribusi Perizinan Tertentu
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

Pasal 6

Anggaran PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 0,00yang terdiri dari PBBKB-Bahan Bakar
Bensin.

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp
800.000.000,00 yang terdiri dari Pajak Hotel.

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
41.800.000.000,00, yang terdiri dari Pajak Restoran dan
sejenisnya.

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terdiri dari
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp
20.000.000,00, yang terdiri dari Pajak Reklame
Papan/Billboard /Videotron/ Megatron.

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan
sebesar Rp 9.600.000.000,00 yang terdiri dari Pajak
Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dan Pajak
Penerangan Jalan Sumber Lain

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp
105.000.000, yang terdiri dari Pajak Pajak Air Tanah.
Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00, yang terdiri
dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp
2.000.000.000,00 yang terdiri dari PBBP2.

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00, yang
terdiri dari BPHTB-Pemindahan Hak dan BPHTB-
Pemberian Hak Baru.

Pasal 7

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp
1.010.000.000,00, yang terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
sebesar Rp 145.000.000,00

b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
sebesar Rp 350.000.000,00

c. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp
500.000.000,00

d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp
15.000.000,00
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(2) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan
sebesar Rp 1.505.000.000,00 yang terdiri dari

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp
250.000.000,00

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan
Angkutan Umum sebesar Rp 1.200.000.000,00

c. Retribusi Izin Usaha Perikanan sebesar Rp
55.000.000,00

d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp 0,00

(3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan di rencanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00
yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada
BUMD (Aneka Usaha)

(4) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah direncanakan sebesar Rp
9.545.000.000,00 yang terdiri dari:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar
0,00
b. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp
1.000.000.000,00
c. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah sebesar Rp 0,00
d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan
Daerah sebesar Rp 0,00
e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan sebesar Rp 0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp
545.000.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp 0,00
. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp 0,00
Pendapatan BLUD sebesar Rp 4.383.688.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) RP. 3.613.311.600,00

]

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp 2.963.189.849.010,00 yang terdiri atas:

Belanja operasional;

Belanja modal,

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

oo

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp
1.764.434.953.659,00 yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
Belanja barang dan jasa;
Belanja subsidi

Belanja hibah; dan
Belanja bantuan sosial.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 467.453.908.599,00

elanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
3) Belanja b dan j bagai dimaksud pad
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 854.533.875.932,00

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 7.500.000.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 419.777.169.128,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.170.000.000,00

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
467.453.908.599,00, yang terdiri atas:

a. Gaji dan tunjangan;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.715.459.938,00

(3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) b direncanakan  sebesar Rp
114.495.781.137,00

(4) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp 52.103.686,100,00

Pasal 11

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp
258.715.459.938,00 yang terdiri atas:

a) Gaji pokok ASN;

b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN

c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN

d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN

e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

f) Belanja Tunjangan Beras ASN/PPPK

g) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
h) Belanja Pembulatan Gaji ASN

i) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

j) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
k) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

1) Belanja Tunjangan Khusus

2) Gaji Pokok ASN/PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
y| £ p y
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp 177.646.105.187,00

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp
20.048.433.309,00
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(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dst

Belanja Tunjangan Jabatan ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp
13.144.362.898,00

Belanja Tunjangan Fungsional ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp
6.015.776.598,00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp
4.109.004.107,00,

Belanja Tunjangan Beras ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f di rencanakan Rp
14.441.183.766,00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN/PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan Rp 1.372.518.318,00

Belanja Pembulatan Gaji ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp
198.127.159,00

Belanja Iuran  Jaminan Kesehatan =~ ASN/PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan Rp 6.020.557.483,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN/PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j di
rencanakan Rp 668.949.865,00

Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN/PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp
1.033.034.437,00

Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 1 direncanakan Rp 14.017.406.811,00

Pasal 12

(sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

belanja).

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp 181.460.010.303,00 yang terdiri atas:

a.
b.

Penerimaan pembiayaan; dan
Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp
181.460.010.303,00, yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan,;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
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f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 71.460.010.303,00

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO (Nol).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp O (No)).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d  direncanakan  sebesar Rp
110.000.000.000,00

(6) Penerimaan  kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp O (No).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp O (No)).

Pasal 15

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 71.460.010.303,00, yang terdiri
atas:

a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp... (terbilang);

(3) Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
bupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 16

(1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp O (terbilang), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;
b. Dan seterusnya (sesuai dengan rincian  objek
pada Pelampauan penerimaan PAD)

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp O (terbilang);

(3) Dan seterusnya (sesuai dengan rincian objek pada
Pelampauan penerimaan PAD).

Pasal 17

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.
(terbilang), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
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c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp O

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 214.000.000.000,00

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00

Pasal 18

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp O (terbilang), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b.Dan Seterusnya (sesuai dengan objek pada
pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp O (terbilang);

(3) Dst (sesuai dengan objek pada pembentukan dana
cadangan).

Pasal 19

(1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp O (terbilang), yang terdiri atas:

a. Penerusan pinjaman;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada
pembentukan dana cadangan).

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp O

(terbilang);
(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pembentukan dana
cadangan).
Pasal 20
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar Rp O (terbilang).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih

penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp O (terbilang).
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Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum
dan bersifat khusus;

. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran belanja bagi hasil,

. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas  Alam/
tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi?*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Belanja dan Pembiayaan;

. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /

Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan

Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 23
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd
PETRUS KASIHIW
Diundangkan di Bintuni
Pada tanggal 28 Februari 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd
FRANS NICOLAS AWAK

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2023 NOMOR 7
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